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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu ikatan atau
akad yang kuat atau Mitsaqan Ghalizhon. Di samping itu perkawinan tidak
lepas dari unsur  mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah
Ubudiyah (ibadat). Ikatan perkawinan sebagai Mitsaqan Ghalizhon dan
mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk
terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita dan kekal
berdasarkan syari’at agama Allah1.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30):21,







“Dan diantara tanda-tanda kekuasaaanya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”.
Al-Qur’an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-
jodohan adalah karunia dari Allah SWT, islam mengatur manusia dalam hidup
1 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama,1993)Cet ke II. h.5.
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2berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya
dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan2.
Allah berfirman dalam Surat Dzaariyaat ayat 49 yang berbunyi :



“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah”
Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikah merupakan rukun
akad nikah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat (Al-Baqarah :
232):
 ْیَب ْاْوَضاَرَت اَِذإ َّنُھَجاَوَْزأ َنْحِكنَی َنأ َّنُھُولُضْعَت َلاَف َّنَُھلََجأ َنْغَلَبَف ءاَسِّنلا ُمُتْقَّلَط اَِذإَو مُھَن
 َكَْزأ ْمُكِلَذ ِرِخلآا ِمْوَیْلاَو ِ ّ اِب ُنِمْؤُی ْمُكنِم َناَك نَم ِھِب ُظَعوُی َِكلَذ ِفوُرْعَمْلاِب ُرَھَْطأَو ْمُكَل ى
 َنوَُملْعَت َلا ْمُتَنأَو َُملْعَی ُّاللهَو
”Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis
masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
(wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara
yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui”.
Perintah melaksanakan perkawinan secara rasional dan faktual diperlukan
sekali oleh masyarakat Islam untuk mengisi kebutuhan fisik dan seksual, juga
untuk mengisi kebutuhan sosial manusia supaya dapat hidup dengan manusia
2 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakat, (Jakarta: Kencana ,2006), Cet. Ke II, h. 13.
3lain dengan kerja sama yang harmonis. Dalam Islam semua pernikahan
dinyatakan sah apabila pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat
pernikahan. Salah satu rukun pernikahan yaitu adanya wali nikah, berdasarkan
hadist Rasullullah yang berbunyi :
ا لص بينلا نا سوم بيا نعهيلع الله و :لاق ملسلاليوب لاا حاكن
هاور}دوادوبا{3.
Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata : Sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda : “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”
Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang
syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang
sempurna4.
Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh
dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada
wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya, Sebaliknya
wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali5.
Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali, Akad yang diucapkan hanya
oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun akad itu memerlukan
persetujuannya6.
Menurut Hambali, wali itu syarat perkawinan bukan rukun perkawinan
Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali tidak sah
3 Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syadad, Shahih Sunan Abu  Daud,( Beirut :
Daral Kutub Al Arobi,), Jus 2, h. 191.
4 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: PT Lentera Bersitama,
2001). Cet. Ke-7, h 345
5 ibid
6Ibid
4juga, Dalam kitab Muwattha’ karya Imam Malik diungkapkan bahwa seorang
janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan seorang perawan harus
meminta persetujuan walinya Sedangkan diamnya seorang perawan
menunjukkan persetujuannya7.
Fuqaha’ berselisih pendapat tentang urut-urutan wali nasab, Syafi’i
mengatakan bahwa urutan wali yang pertama dalam pernikahan adalah wali
nasab, Syafi’i juga berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengawinkan
seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada8, berdasarkan hadist dari
Aisyah yang berbunyi :
ةشئاع نعلص الله لوسر لاق : تلاقىحكن ةأرما امیا ملسو ھیلع الله نذا ریغب ت
موالاھیلطاب اھحاكنف امب اھل رھملاف اھب لخد ناف , ةارم ثلاث , ناف اھنم باصا
اشتھل يلو لا نم يلو ناطلسلاف اورجهاور}دوادوبا{9.
”Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata : Rasulullah saw telah bersabda : setiap
wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya
batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah
menggaulinya, maka perempuan tersebut berhak mendapat mahar
Apabila terjadi perselisihan maka sulthan (pengguasa) adalah wali bagi
mereka yang tidak mempunyai wali
Dari hadist diatas dapat di simpulkan bahwah apabila seorang
perempuan ingin menikah harus ada izin dari walinya, wali disini adalah wali
nasab, yaitu orang tua dari perempuan tersebut. jika ayah  memang sudah
7 Imam Malik Bin Annas, Terjemahan Nur Alim Asep Saepullah, Pustaka Azzam, h. 724
8Ibid.
9Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad, Op Cit,190
5tidak dapat menjadi wali bagi perempuan tersebut (mungkin karena sudah
tidak memenuhi syarat sebagai wali), maka perwalian bisa digantikan dengan
urut-urutan pada para ’ashabah wanita yang bersangkutan, yaitu orang-orang
yang kedudukan nasabnya sejajar dengan dia.
Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan
atas ashabah (dalam waris) kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat
adalah lebih berhak untuk menjadi wali10.
Malik berpendapat bahwa anak laki-laki (meski sampai ke bawah) lebih
utama kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki
seayah seibu, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak
laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian kakek dari pihak
ayah sampai ke atas 11.
Dalam kitab Mudawanah Al-Kubra di katakan :
 نأ ةأرملا حاكن يف ءايلولأا عمتجا اذإ لوقي كلام ناكأ :تلق
 مهو ءايلولأا فلتخا نإ :كلام لاق :لاق ؟ضعب نم ىلوأ مهضعب
 دعقأ مهضعب ناك نإو لاق ،كلذ يف ناطلسلا رظن ءاوس ةدعقلا يف
 مأ ىلوأ خلأاف :تلق كلام دنع اهحاكنإب ىلوأ دعقلأاف ضعب نم
دجلا نم ىلوأ خلأا :لاق ؟دجلا ىلوأ خلأا نباف :تلق كلام دنع
 ىلوأ نمف :تلق ىلوأ خلأا نبا :لاق ؟كلام لوق يف دجلا مأ
10 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, ( Jakarta: Pustaka Azzam.  2007), Cet. Ke 1, h. 23.
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6 اهحاكنإب ىلوأ نبلاا :كلام لاق :لاق ؟بلأا مأ نبلاا اهحاكنإب
اهيلع ةلاصلابو12.
(Saya berkata: Malik mengatakan apabila dalam menikahkan seorang
perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak
menjadi wali? Malik berkata: jika diantara para wali berkumpul, sedangkan
diantara mereka (para wali) sama-sama mempunyai kekuasaan dalam
mengakadkan perempuan, berkata ('Abd Al-Salam Al-Tanukhi): jika diantara
mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Malik maka itulah yang
menjadi wali. Kemudian saya ('Abd Al-Salam Al-Tanukhi) bertanya : antara
saudara laki-laki dan kakek, manakah yang lebih utama? Berkata : menurut
Malik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('Abd al-
Salam al-Tanukhi) bertanya lagi : mengenai pernyataan Malik, manakah yang
lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek?, berkata
: anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya
('Abd Al-Salam Al-Tanukhi) bertanya lagi: siapakah yang paling utama
menjadi wali nikah antara anak laki-laki dengan bapak? berkata: Malik
berkata: anak laki-laki lebih utama menikahkannya dari pada bapak
Dalam pernyataan Imam Malik ini, ibu termasuk kategori janda dan suatu
saat jika dia mau menikah, maka yang berhak dan lebih utama untuk menjadi
wali nikahnya adalah anak. Tentang kebolehan anak menjadi wali bagi ibunya
menurut Imam Malik dan Ahmad itu sah. Bahkan Imam Malik lebih
mengutamakan anak dari pada bapak untuk menjadi wali nikah bagi
perempuan tersebut.
Dari keterangan di atas, jelas bahwa orang yang berhak untuk menjadi
wali nikah bagi seorang perempuan menurut Imam Malik adalah keluarga
yang ada hubungan nasab dengan perempuan tersebut. Bahkan anak laki-laki
12Imam Malik Ibn Annas, Mudawanah Al-Kubra, Juz. 2,( Beirut: Dar al Kutub Al
’Alamiyah, 1994), h. 105.
7lebih utama dari pada ayah untuk menjadi wali nikahnya berdasarkan hadist
dari Ummu Salamah r.a.,:
نب دمحم انربخأعمسإ لیق میھاربإ نبلاس نب دامح نع دیِزی انثدحمل َة
عنتباثبلايناننثدحبا يرمع نبملس ُمأ نع ھیبأ نع َةملس يبأ ن َة
أ اھیلإ ثعب اھتدع تضقنا املب اھیلإ ثعبف ھجوزت ملف ھیلع اھبطخی ركب و
لوسراللهلص َّالله ىھیلعوھبطخی باطخلا نب رمع ملس العیھف تلاق
سر ربخأ َّالله لوھیلع َّالله ىلصوریغ ةأرما ينأ ملسو ىنأيةأرما
سیلو ةیبصمدحأتأف دھاش يئایلوأ نمر ىلوسھیلع َّالله ىلص َّاللهلسوم
لاقف ھل كلذ ركذفراعجھیلإ القفَھل اق امأوعَدأسف ىریغ َةأرما ينإ كل و
 َّاللهأو كتریغ بھذیف كلمق اونإ كلما يةأریبصمةتسفك كنایبص نیف
أومق اونم دَحأ سیل نأ كلَوأش يئایلا نم دَحأ سیلف دھ لاو دھاش كئایلَوأ
هركی بئاغمق رمع ای اھنبلا تلاقف كلذفزھیلع َّالله ىلص َّالله لوسر جو
وف ملسزجو ُھ رصتخمهاور}يءاسنلا{13.
Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, ia
berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid dari Hammad bin Salamah dari
Tsabit Al Bunani telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar bin Abi Salamah dari
ayahnya dari Ummu Salamah, tatkala 'iddahnya selesai, Abu Bakar mengirim
utusan kepadanya untuk melamarnya, hanya ia enggan. Kemudian Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Umar bin Al Khathab untuk melamarnya,
dan ia berkata; Tolong beritahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kalau saya
wanita pencemburu, banyak anak, serta tidak ada seorang waliku yang
menyaksikan. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam menyampaikan persoalannya. Lalu beliau bersabda: "Kembalilah
kepadanya dan katakan; adapun perkataanmu, 'Saya wanita pencemburu, saya
akan berdoa kepada Allah sehingga Dia menghilangkan rasa cemburumu, Adapun
perkataanmu 'Saya wanita yang banyak anak maka akan dicukupkan bagimu
anak-anakmu, adapun perkataanmu bahwa tidak ada seorangpun waliku yang
menyaksikan, Ketahuilah bahwa tidak ada seorangpun walimu yang menyaksikan
atau tidak, lantas membenci pernikahan ini tersebut." Maka Ummu Salamah
13Ahmad Ibnu Suaib Abu Abdul Rahman Annasa’i, Sunan Nasa’i Kubroh,( Beirut :
Daarul Ilmiah, 1991), h. 286
8berkata; "Wahai Umar, berdirilah dan nikahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam." Kemudian ia menikahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
Walaupun Fuqaha’ berselisih pendapat tentang urut-urutan wali nasab,
Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas ashabah (dalam
waris) kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk
menjadi wali, Imam Malik juga berpendapat bahwa anak laki-laki (meski
sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian
saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara-saudara laki-laki
seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah
saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas14. Dari sinilah maka
penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pendapat Imam Malik Tentang
kedudukan anak sebagai wali nikah bagi ibu yang penulis tuangkan dalam
skripsi ini dengan judul : ‘’Kedudukan Anak Sebagai Wali Nikah Bagi Ibu
( Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik)
B. Batasan Masalah
Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini,
maka penulis membatasi masalah dengan meneliti :
1. Pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi
Ibu
2. Metode istimbat hukum  Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai
wali nikah bagi Ibu
14 Ibnu Rusyd, Loc.Cit.
93. Analisa Fiqih munakahat terhadap pendapat Imam Malik tentang
kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari batasan masalah diatas, maka dapat di rumuskan
beberapa pokok masalah yaitu :
1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai wali
nikah bagi Ibu?
2. Bagaimana metode istimbat hukum Imam Malik tentang kedudukan anak
sebagai wali nikah bagi Ibu?
3. Bagaimana analisa Fiqih Munakahat terhadap pendapat Imam Malik
tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak
sebagai wali nikah bagi Ibu.
b. Untuk menjelaskan metode istimbat hukum Imam Malik tentang
kedudukan anak menjadi wali nikah bagi Ibu.
c. Untuk menjelaskan analisa Fiqih munakahat terhadap pendapat Imam
Malik  tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan tugas sarjana
pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
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b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqih
sebagai topik spesifik pada Fakultas Syari’ah
c. Untuk menyumbangkan konstribusi ilmu pengetahuan yang berharga
kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah secara khusus Dan mahasiswa
UIN Sulthan Syarif Kasim secara umum
E. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara library research, yaitu melakukan
penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada
kaitannya dengan skripsi ini, maka penulis mengambil langkah-
langkah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah library research yang
bersifat kualitatif di mana datanya diperoleh dari buku-buku yang
memuat pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai wali
nikah bagi Ibu, kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh
gambaran yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat.
2. Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka digunakan
data primer dan skunder.
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a. Data primer, adalah bahan-bahan yang di gunakan sebagai sumber
utama, yaitu kitab Mudawanah Al-Kubra dan Al Muaththa’ karya
Imam Malik.
b. Data sekunder, adalah bahan-bahan yang di peroleh dari kitab Fiqh
seperti, Bidayah Al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Fiqh Sunnah karangan
Sayyid Sabiq, kamus-kamus dan data-data yang berkaitan dengan
pembahsan penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data.
Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan
kitab-kitab kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan
dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai pembuatan skripsi serta
dianalisa untuk mencapai pada tujuan pembahsan penelitian ini.
4. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-
data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode
sebagai berikut :
a. Metode Deskriptif
Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual,
mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan
sebagaimana adanya,dengan diiringi dengan ulasan, pandangan atau
analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami
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pendapat Imam malik tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi
Ibu
b. Metode Komperatif
Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan-
persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang-orang, tentang
prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang-orang, kelompok,
terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Metode ini akan penulis
bandingkan pendapat Imam Malik bin Anas dengan Imam-Imam
lainnya tentang kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu
c. Metode Analisis Conten
Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari
sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis pergunakan untuk
menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu
kesimpulan yakni metode analisis conten.
F. Sistematika Pembahasan
Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
metode penelitian, sistematika pembahasan.
Bab II : Tinjauan umum tentang biografi Imam Malik, riwayat hidup
Imam Malik, guru-guru Imam Malik, murid-murid Imam
Malik, metode-metode istimbat hukum Imam Malik, dan
karya-karya Imam Malik.
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Bab III : Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang wali
dalam pernikah mencangkup : pengertian wali nikah, dasar
hukum perwalian, kedudukan wali dalam pernikahan,syarat-
syarat wali nikah, macam-macam wali nikah.
Bab IV : Pendapat Imam Malik tentang kedudukan anak sebagai wali
nikah bagi Ibu, metode istimbat hukum  Imam Malik tentang
kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu, dan analisa
Fiqih Munakahat terhadap pendapat Imam Malik tentang
kedudukan anak sebagai wali nikah bagi Ibu.
Bab V : Kesimpulan dan saran
